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Dasar Hukur : e Kualifikasi pelaksana - or i
1. Unuang - undang Nomar 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait Petanggungjawaoan "
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntasi Keuangan

Pemerintah dan Kaidah - Kzidah keuangan yang Sehat dalam Pemerintahan 2. Memiliki kemampuan dalam Pembukuan
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 - 2025
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pec2man Penyusunan
dan vo:oanw: Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Dirshiur Jenderal Perbendaharaan No PER 3/PB/2014 tentang petunjuk
teknis Penatausahaan Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada
Satuan Kerja serta Verifikasi Laporan vonn:occam Jawaban Bendahara
7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Peue stahan di Lingkungan Pemerintah Trovinsi Nusa Tenggara Timur, :
8. Peraturan Gubemur NTT Womor 22 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah.
9. Curat Edzran Gubemnur Nomor 840 KU.2936 AK/2014 tanggal 19 Desember 2014
tentang Penerzpan Akuntansi Bebasis Akrual pada Pemerintah Daerah Lingkup
10. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi remerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il periode
2018 - 2022.
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|menghambat pelaksanzan kegiatan




Pelaksana | Mutu Buku i
Tahag Kegiatan Petugas Kasubag
Verifikasi Bendahara keuengan Operator | Sekretaris | Inspektur Kelengkapan \ Waktu \ Output \ Keterangan
2 3 4 5 5 7 8 9 | 10 ] 11 | 122
- |Menerima rincian 1DPA, Kwitansi, 1Jam  |DPA, Kwitansi,
pertanggungjawaban keuangan dari Pajak, Nofa Pajak, Nota
Pembantu Bendahara Pengeluaran. =3 Belanja | Belanja
[Apabila tidak lengkap dikembalikan. ;
- |Barsama bendahara melakatan A DPA, Kwitansi, 3ban |Dokumen SPJ
verifikasi SPJ. e ﬁl I_ Pajak, Nota terverifikasi
y B ] Belanja : (kwitansi dan
—|bukti belania)
. |Menginput Kwitansi dalam Aplikasi ) DokumenSPJ | 1 minggu |BKU elektronik.
SIPKD dan melaporkan ke . terverifikasi LPJ, SPJ
bendahara. (kwitansi dan fungsional, BKU
4 bukti belanja) Pajak
- |Verifikasi ulang Buku Kas Umum BKU elektronik, 2Jam  |SPJ rampung
(BKU) SIPKD dalam bentuk hasil Tidak LPJ, SPJ (tervenifiasi)
print out aari agiikasi SIPKD dan fungsional, BKU
melaporkan ke kasubag. Pajak
- {Verifikasi SPJ rarpung dan SPJ rampung 1Jam  [SPJ rampung
melaporkan ke sekretaris. Ya (terverifikasi) (terverifikas)
8. [Verifikasi SPJ rampung dan SPJrampung | 30 menit |SPJ rampung
melaporkan ke Inspektur (terverifikasi) (terverifikasi)
. [Memeriksa SPJ rampung dan SPJ rampung 15 menit |SPJ rampung
menardatangani (terverifikasi) yaug disahkan
- |Menugaskan kasubag keuangan . SPJ rampung Smenit [SPJ rampung
untuk menindaklanjuti SPJ rampung : v yang disahkan yang disahkan
yang disahkan. _ h II|J




Menugaskan bendahara untuk

menindaklanjuti SPJ rampung yang

SPJ rampung

N

S menit |SPJ rampung

yang disahkan yang disahkan ~
disahkan,
10. [Mendistribusikan dan mengarsipkan SPJ rampung 1Han [SPJ rampung
SPJ rampung yang disahkan. yang disahkan yang disahkan
dan pukti
. ’ dokumentasi




